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ABSTRAK

KITABULLAH. Bentang Kelembagaan (Institutional Scape) dalam
Pengelolaan Hutan Desa Di Kabupaten Bantaeng (dibimbing oleh
Supratman dan Yusran).

Pengembangan pengelolaan hutan desa memerlukan peran
kelembagaan yang kuat dari tingkat tapak sampai tingkat tertinggi,
termasuk pula dinamika kelembagaan yang mengelola hutan desa.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentang kelembagaan dan
dinamika kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam
pengelolaan hutan desa di Kabupaten Bantaeng. Data diperoleh dengan
mengidentifikasi lembaga-lembaga yang yang terkait mulai dari proses
pembentukan hutan desa sampai saat ini, untuk melihat peran dan aturan
yang terdapat dalam setiap lembaga. Kemudian dilakukan pengukuran
tingkat kedinamisan BUMDes selaku lembaga pengelola hutan desa.
BUMDes Ganting di Desa Labbo dan BUMDes Sipakainga di Desa
Pattaneteang menjadi objek kajian. Pengumpulan data dilakukan melalui
wawancara dengan ketua dan anggota BUMDes sebanyak 4 orang pada
masing-masing BUMDes yang dipilih secara purposive sampling. Hasil
wawancara tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif
berdasarkan 9 unsur dinamika kelembagaan dengan skala likert.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan yang terdapat pada
seluruh lembaga, mulai dari tingkat tapak sampai tingkat tertinggi saling
berkaitan satu sama lain, dimana aturan lembaga tertinggi yakni
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi acuan dasar bagi
lembaga lain dalam proses pengelolaan hutan desa. Sedangkan untuk
hasil skoring kedinamisan lembaga BUMDes menunjukkan bahwa
BUMDes Ganting tergolong dalam kategori dinamis, dimana efektivitas
kelompok merupakan unsur yang berpengaruh terhadap kedinamisan
kelompok. Sedangkan BUMDes Sipakainga termasuk dalam kategori tidak
dinamis, dimana ketegangan kelompok menjadi unsur yang
mempengaruhi ketidak dinamisan BUMDes tersebut.

Kata kunci: Hutan Desa, Dinamika Kelembagaan, BUMDes



ABSTRACT

KITABULLAH. Institutional Scape In The Management Of Village Forest In
The District Bantaeng (supervised by Supratman and Yusran).

Development of village forest management requires a strong
institutional role from the site level to the highest level, including
institutional dynamics that manage village forests. This study aims to
analyze the institutional landscape and institutional dynamics of Village-
Owned Enterprises (BUMDes) in village forest management in Bantaeng
Regency. The data were obtained by identifying related institutions starting
from the process of establishing village forests to date, to see the roles
and regulations contained in each institution. Then the BUMDes dynamic
level was measured as the village forest management institution. BUMDes
Ganting in Labbo Village and BUMDes Sipakainga in Pattaneteang Village
were the objects of study. The data was collected through interviews with
the chairman and members of BUMDes as many as 4 people in each
BUMDes who were selected by purposive sampling. The results of the
interview were then analyzed using descriptive analysis based on 9
elements of institutional dynamics with a Likert scale.

The results showed that the rules contained in all institutions, from
the site level to the highest level, are interrelated with each other, where
the rules of the highest institution, namely the Ministry of Environment and
Forestry, are the basic reference for other institutions in the process of
village forest management. Meanwhile, the results of the dynamic scoring
of the BUMDes institutions show that the BUMDes Ganting belongs to the
dynamic category, where group effectiveness is an element that influences
group dynamics. Meanwhile, the Sipakainga BUMDes is included in the
non-dynamic category, where group tensions are an element that affects
the dynamism of the BUMDes.

Keywords: Village Forest, Institutional Dynamics, BUMDes
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumberdaya hutan memiliki peran yang sangat penting dalam
menjaga kelangsungan hidup manusia. Hutan dapat memberikan hasil
berupa kayu, bukan kayu, perlindungan siklus air, penyerapan karbon,
pemeliharaan keanekaragaman hayati dan habitat, serta sebagai tujuan
rekreasi. Tiga dekade terakhir, sumberdaya hutan telah memberikan
kontribusi yang relatif signifikan dalam pembangunan di Indonesia, karena
sumberdaya hutan merupakan salah satu kekayaan alam (natural capital)
yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan aliran pendapatan baik
kepada negara maupun lebih khusus kepada masyarakat. Oleh karena itu,
pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan lestari mutlak diperlukan.

Kebijakan pembangunan kehutanan telah mengalami
perkembangan sejalan dengan adanya UU No. 32 Tahun 2004 tentang
otonomi daerah, yaitu yang semula bersifat sentralistik menjadi bersifat
desentralistik. Adanya desentralisasi dibidang kehutanan memberikan
peluang yang besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan
pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan serta diharapkan dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan. Konsep

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) merupakan konsep



yang diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan dan kesejahteraan
masyarakat di sekitar hutan (Nandini, 2013).

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) merupakan salah
satu pendekatan pengelolaan hutan yang harus memperhatikan
keberlanjutan ekosistem hutan, dan peduli dengan masyarakat di sekitar
hutan. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah suatu
sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama oleh
Perum Perhutani dan masyarakat desa atau Perum Perhutani dan
masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan (stakeholder),
sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan
manfaat sumberdaya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan
proporsional (Puspaningrum, 2011). PHBM merupakan istilah lain dari
perhutanan sosial yang digunakan untuk memberdayakan masyarakat
sekitar hutan yang memiliki berbagai model seperti Hutan
Kemasyarakatan, Hutan Rakyat, Hutan Desa dan lain-lain.

Program hutan desa merupakan salah satu bentuk devolusi
pengelolaan hutan yang dilakukan oleh pemerintah demi terwujudnya
pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan. Hutan desa pada
prinsipnya adalah hutan negara yang dikelola oleh masyarakat dalam
organisasi administratif pedesaan yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan
masyarakat desa itu sendiri. Artinya, hutan desa itu bermaksud untuk
memberikan akses kepada masyarakat setempat melalui kelembagaan

desa dalam memanfaatkan sumberdaya hutan secara lestari, dengan



harapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara
berkelanjutan (Supratman dan Sahide, 2010).

Kabupaten Bantaeng merupakan salah satu kabupaten yang
melaksanakan kegiatan hutan desa. Berdasarkan surat Keputusan
Menteri Kehutanan No.55/Menhut-11/2010 tanggal 21 Januari tahun 2010,
hutan desa di Kabupaten Bantaeng ditetapkan seluas 704 Ha. Tahap awal
program diimplementasikan pada tiga lokasi di Kecamatan Tompobulu
yaitu Desa Labbo seluas 342 Ha, Desa Pattaneteang seluas 339 Ha dan
Kelurahan Campaga seluas 23,68 Ha. Kawasan hutan yang dijadikan
hutan desa merupakan kawasan hutan dengan fungsi lindung. Ketiga
hutan desa tersebut memiliki karakteristik potensi dan sumberdaya yang
berbeda yang potensial untuk dikembangkan khususnya Hutan Desa
Labbo dan Hutan Desa Pattaneteang.

Pengembangan pengelolaan hutan desa memerlukan peran
kelembagaan yang kuat. Salah satu aspek kelembagaan yang terpenting
adalah bentang kelembagaan. Bentang kelembagaan (institutional scape)
adalah kajian yang menjelaskan tentang peran kelembagaan mulai dari
tingkat tapak (site) sampai pada level tertinggi dalam hal ini adalah
kementerian yang terkait dalam melaksanakan aturan-aturan, peran dan
aktivitas pengelolaan hutan. Selain itu, dalam rangka meningkatkan
kekuatan kelembagaan dalam mencapai tujuannya dapat ditumbuhkan

melalui dinamika kelembagaan.



Penelitian terkait kelembagaan telah banyak dilakukan seperti
halnya yang dilakukan oleh Fauziyah dan Zainuddin (2017) dan Putri et al
(2014) menjelaskan bahwa peran kelembagaan sangat penting dalam
pengelolaan hutan dan berpengaruh baik terhadap peningkatan
kesejahteraan masyarakat dan tetap menjaga kelestarian kawasan hutan.
Sahide et al (2018) dalam kajiannya terkait kelembagaan yang terdapat
pada hutan desa bantaeng menujukkan bahwa peforma kelompok tani
hutan cenderung tidak aktif, karena kelompok tani hutan tidak mampu
melaksanakan aturan dan kesepakatan bersama dalam mengelola potensi
hasil hutan desa. Namun, penelitian-penelitian tersebut hanya mengkaiji
peran kelembagaan pada tingkat tapak semata. Penelitian ini mencoba
mengkaji peran institusi kelembagaan mulai dari tingkat tapak sampai
pada kelembagaan tertinggi dalam mengelola hutan desa sejak awal
pembentukan hingga saat ini. Hal ini perlu dikaji karena kelembagaan
tertinggi selaku pembuat peraturan dan lembaga tingkat tapak selaku
pelaksana aturan harus saling bersinergi dan bergerak secara dinamis

guna mewujudkan tujuan utama pembangunan hutan desa.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentang kelembagaan dalam pengelolaan hutan desa di
Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng?
2. Bagaimana dinamika kelembagaan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)

yang terjadi terhadap pengelolaan hutan desa?



C.Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

a. Menganalisis bentang kelembagaan dalam pengelolaan hutan desa di
Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng.

b. Menganalisis kondisi dinamika kelembagaan BUMDes terhadap

pengelolaan hutan desa.

2. Kegunaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi
masyarakat sekitar hutan desa dan kelembagaan yang terkait dalam
menyusun program-program pengelolaan hutan desa. Demi terwujudnya
pengelolaan hutan lestari dan berkelanjutan yang dapat meningkatkan

kesejahteraan masyarakat.
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TINJAUAN PUSTAKA

A.Konsep Hutan Desa

Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No. P.49/Menhut-
[1/2008 tentang Hutan Desa merupakan salah satu kebijakan yang
mengatur masyarakat dalam mengelola sumberdaya hutan. Hutan desa
sebagaimana disebutkan dalam Permenhut tersebut adalah hutan negara
yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.
Penyelenggaraan hutan desa dimaksudkan untuk memberikan akses
kepada masyarakat setempat melalui lembaga desa dalam memanfaatkan
sumberdaya hutan secara lestari. Tujuannya adalah untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan. Sedangkan
Mustari (2009) mengungkapkan hutan desa merupakan sebuah bentuk
perubahan tata kelola hutan yang harus segera dilaksanakan untuk
kelestarian hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar
hutan.

Penjelasan lebih lanjut dijelaskan oleh (Alam et al, 2003) bahwa
pengelolaan hutan desa pada intinya adalah pelaksanaan pengelolaan
hutan untuk meningkatkan fungsi-fungsi hutan secara optimal,
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui suatu sistem
pengelolaan yang menempatkan masyarakat desa sebagai pelaku utama,

mitra kerja dan sebagai pihak yang harus mendapat bagian kesejahteraan



yang memadai dari kegiatan pengelolaan hutan. Hal ini bisa terwujud
apabila pengelolaan hutan terpadu dengan kegiatan pembangunan sektor
pedesaan lainnya dan dilakukan secara efisien serta dapat mengakomodir
kepentingan masyarakat desa dan kelestarian hutan.

Awang (2003) dalam Nurhaedah dan Hapsari (2014) membagi
pengertian Hutan Desa yang dapat dilihat dari berbagai aspek yaitu:

1. Aspek territorial, hutan desa adalah hutan yang masuk dalam
wilayah administrasi sebuah desa definitif dan ditetapkan oleh
kesepakatan masyarakat.

2. Aspek status, hutan desa adalah kawasan hutan negara yang
terletak pada wilayah administrasi desa tertentu dan ditetapkan
oleh pemerintah sebagai hutan desa.

3. Aspek pengelolaan, hutan desa adalah kawasan hutan milik
rakyat dan milik pemerintah (hutan negara) yang terdapat dalam
satu wilayah administrasi desa tertentu dan ditetapkan secara
bersama-sama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat
sebagai hutan desa yang dikelola oleh organisasi masyarakat
desa.

Kawasan hutan yang ada di dalam wilayah desa dapat ditetapkan
sebagai areal hutan desa melalui mekanisme pengusulan areal tersebut
kepada Menteri Kehutanan. Kawasan hutan desa yang telah ditetapkan
oleh Menteri Kehutanan dapat dikelola oleh lembaga desa dengan

mengajukan permohonan hak pengelolaan kepada Gubernur melalui



Bupati. Lembaga desa pengelola hutan desa yang dimaksud dalam hal ini
adalah lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa
yang secara fungsional berada dalam organisasi desa dan
bertanggungjawab kepada kepala desa (Mustari, 2009).

Skema hutan desa merupakan suatu model pengelolaan hutan
berbasis masyarakat yang berada pada unit manajemen paling kecil
(pemerintah desa). Akan tetapi, didalamnya mengandung suatu prinsip
pengelolaan yang berorientasi kepada pengelolaan sumberdaya hutan
yang lestari. Hal yang paling mendasar adalah suatu bentuk pengelolaan
yang dipersiapkan dan dilaksanakan serta ditetapkan bersama-sama
dengan pemerintah, kemudian dipihak lain, tentu saja pemerintah tidak
dapat bekerja sendiri. Awang (2010) menjelaskan bahwa semua
keputusan tujuan pengelolaan dipersiapkan dan dilaksanakan oleh
organisasi desa yang ditunjuk bersama-sama dengan pemerintah. Posisi
institusi kehutanan formal hanya sebagai fasilitator, regulator dan penilai.
Peran pengusaha swasta tetap penting dalam hutan desa terutama terkait
dengan permodalan, informasi, industri dan pasar. Pada hutan desa,
masyarakat sebagai pemanfaat sumberdaya hutan merupakan penggerak
(driving force) yang sangat penting. Kesadaran masyarakat (public
awereness) juga menjadi kunci pokok agar sumberdaya hutan dapat
termanfaatkan secara bijak dan lestari (Ayat dan Tarigan 2010).

Pembangunan hutan desa pada dasarnya difokuskan pada tiga

strategi utama vyaitu: (1) strategi pengembangan kelembagaan



pengelolaan hutan desa, (2) strategi pengelolaan hutan desa, dan (3)
strategi pemberdayaan masyarakat. Strategi pengembangan
kelembagaan pengelolaan hutan desa adalah mendorong otonomi
pengelolaan hutan pada lembaga desa, sedangkan strategi pengelolaan
hutan desa diarahkan kepada terwujudnya distribusi akses, distribusi
peran dan distribusi manfaat yang merata kepada semua pihak. Strategi
pemberdayaan masyarakat mengarah kepada peningkatan kapasitas
masyarakat dalam pengelolaan hutan (Mustari, 2009).
Menurut Mustari (2009) dalam Toelolo (2011), mengemukakan
bahwa ada tiga paradigma atau cara pandang pengelolaan hutan yaitu:
1. Paradigma pengelolaan hutan dan sumberdaya alam untuk

kepentingan kelestarian (ecofasis)

Cara pandang seperti ini memberikan penjelasan bahwa

pengelolaan hutan lestari masih terjebak pada pemahaman

yang sempit tentang pengelolaan hutan dimana masyarakat

adalah bagian terpisah dari hutan. Hutan dianggap sebagai

kawasan suci yang tidak boleh dijamah masyarakat, walaupun

masyarakat tersebut telah ratusan tahun yang dianggap suci.

Masyarakat tidak punya hak untuk mengelola sumberdaya alam

yang sebenarnya sangat dekat dengan mereka dan bahkan

dapat menyejahterakannya.
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2. Paradigma yang berorientasi pada pengelolaan hutan dan

sumberdaya alam untuk kepentingan ekonomi
(ecodevelopmentalis)
Cara pandang seperti ini muncul sejak puluhan tahun lalu,
pemerintah memberikan hak kelola hutan pada pemodal
sehingga yang muncul kemudian adalah praktek ekploitasi yang
berdampak pada deforestasi massal terhadap sumberdaya
hutan yang ada di Indonesia. Cara pandang ini juga tidak
memberikan dampak pembangunan yang berkelanjutan,
masyarakat hanya menjadi penonton diwilayah sendiri, bencana
alam pun tak terelakkan lagi. Hal ini sangat terlihat pada
runtuhnya industri perkayuan yang dahulu dianggap sebagai
salah satu penopang pembangunan di Indonesia.

3. Paradigma yang lebih beriorentasi pada bagaimana hutan dan
sumberdaya alam yang ada didalamnya bisa diakses
masyarakat dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat
di sekitar hutan (ecopopulis). Pemerintah kemudian mencoba
mengambil jalan baru dengan kebijakan Hutan Desa. Ini
merupakan bentuk pengejawantahan dari cara pandang yang
ketiga karena memperihatinkan deforestasi dan bencana
ekologis yang terjadi sementara masyarakat hanya bisa
merasakan dampak tanpa bisa mengakses pemanfaatan hutan

tersebut.
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Hutan desa harus dilihat sebagai suatu alternatif dalam melakukan
demokratisasi pengelolaan sumberdaya alam hutan di Indonesia. Berbasis
pada kultur hutan desa dapat disetarakan dengan istilah “wengkon” hutan
di daerah tertentu di Pulau Jawa. Wengkon hutan dikelola oleh desa
secara otonom pada masa sebelum kemerdekaan. Artinya bahwa secara
kultural hutan desa pernah eksis di bumi nusantara ini dan model-model
ini dapat berkembang dengan baik manakala tidak dicampuri dengan
konsep sistem kapitalis barat masuk ke desa-desa pasca kemerdekaan,
maka basis kultural diatas dihabisi secara sistematis, baik melalui
kekerasan oleh negara maupun oleh pengusaha (Awang, 2003).

Batari et al (2017) menjelaskan bahwa berdasarkan konsep
pengelolaan hutan vyang lestari, Kementerian Kehutanan telah
memberikan akses kepada masyarakat desa untuk mengelola kawasan
hutan secara legal, salah satunya adalah skema hutan desa dengan hak
akses pengelolaan selama 35 tahun. Di Sulawesi Selatan, berdasarkan
Surat Keputusan Menteri Kehutanan (sekarang Kementrian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan atau KLHK) No.55/MENHUT-11/2010 telah
menetapkan Hutan Desa di Kabupaten Bantaeng dengan luasan 704 Ha
terletak dalam wilayah administrasi Desa Labbo, Desa Pattaneteang dan

Kelurahan Campaga, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng.
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B.Konsep Kelembagaan

Kelembagaan merupakan aturan yang berlaku dalam masyarakat
(arena) yang menentukan siapa yang berhak membuat keputusan,
tindakan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, aturan apa yang
berlaku umum di masyarakat, prosedur apa yang harus diikuti, informasi
apa yang mesti atau tidak boleh disediakan dan keuntungan apa yang
individu akan terima sebagai buah dari tindakan yang dilakukannya
(Ostrom, 2002). Kelembagaan yang terbentuk karena keinginan dari para
anggotanya biasanya akan lebih bertahan lama dibandingkan dengan
bentukan dari pihak luar (Diniyati, 2004).

Nurinda (2014) menjelaskan bahwa kelembagaan memiliki tujuan
tertentu. Lembaga mempunyai aturan main tentang bagaimana suatu
aktivitas interaksi harus dilakukan dan bagaimana proses penegakan
aturan (enforcement), sehingga dibutuhkan peran organisasi bentukan
kelompok individu demi tercapainya tujuan yang sama dalam
kelembagaan. Menurut Kanto et al (2016) aturan main tersebut
dikelompokkan menjadi dua yaitu 1) aturan informal (informal constrain)
berupa aturan tidak tertulis yang sudah tertanam dalam kehidupan
masyarakat dan berlaku turun-temurun serta pemberian sanksi adat bagi
yang melanggarnya; 2) aturan formal (formal rules) yaitu aturan yang
dibuat pemerintah untuk menjaga tatanan dalam masyarakat dan
pelanggaran aturan dikenai sanksi sesuai perundangan yang berlaku.

Kajian dari kelembagaan menurut Syahyuti (2003), Hamzah (2015) dan
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Fauziah (2017) menjelaskan bahwa kelembagaan erat kaitannya dengan
modal sosial yang inti pembahasannya terkait dengan norma atau aturan,
jaringan (network), tingkat kepercayaan dan hubungan timbal balik
(reciprocal).

Ostrom (2011) dan Agrawal (2007) dalam kajiannya menunjukkan
bahwa kelembagaan khususnya kelembagaan lokal mampu mengelola
dan memanfaatkan sumberdaya hutan secara berkelanjutan. Lebih lanjut
Noer (2008) menjelaskan bahwa kelembagaan lokal tumbuh pada suatu
teoriti karena melekat dengan sejarah wilayah, dan mengandung nilai
tradisional dalam hubungan sosial dan kewenangan. Hal ini berkaitan
dengan nilai-nilai, norma sosial, kepercayaan dan budaya yang dimiliki
masyarakat sebagai wujud eratnya hubungan masyarakat dengan sumber
daya hutannya. Yami et al (2008) menjelaskan bahwa masyarakat
memiliki  kemampuan menghadapi  perubahan-perubahan  yang
disebabkan oleh pengaruh ekternal dan memiliki cara-cara untuk bertahan

dalam situasi yang baru pula.

C.Dinamika Kelembagaan

Setiap sistem sosial selalu terdapat keinginan dari masing-masing
individu untuk menyatu baik berdasarkan keinginan bersama, keyakinan
yang sama, tujuan yang sama, asal usul yang sama dan sebagainya. Hal
ini merupakan suatu keinginan yang wajar karena dalam diri manusia

sebagai makhluk sosial selalu mempunyai keinginan untuk berkumpul
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atau berkelompok. Kelompok atau lembaga adalah dua atau lebih orang
yang berhimpun atas dasar adanya kesamaan, berinteraksi melalui
pola/struktur tertentu guna mencapai tujuan bersama dalam kurun waktu
yang relatif panjang. Kelompok-kelompok dari sistem sosial tersebut tidak
statis tetapi dinamis atau bergerak, hidup, aktif dalam mencapai tujuan
yang telah ditentukan. Pergerakan kekuatan yang ada dalam suatu
lembaga itulah yang disebut dinamika kelembagaan (Soedijanto, 2001).

Dinamika kelembagaan diartikan sebagai suatu keadaan di dalam
sebuah lembaga yang terdiri dari dua individu atau lebih yang mempunyai
hubungan psikologis yang jelas antara satu dengan yang lain dalam suatu
waktu yang bersamaan. Perkembangan ilmu dinamika kelembagaan erat
hubungannya dengan sifat manusia sebagai makhluk sosial yang tidak
dapat hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhannya (Santoso, 2006).
Dinamika kelembagaan juga diartikan sebagai suatu studi ilmiah tentang
interaksi dalam lembaga terhadap berbagai unsur yang terdapat dalam
dinamika kelembagaan (Sudjarwo, 2011).

Dinamika kelompok atau dinamika kelembagaan merupakan
kumpulan dua individu atau lebih yang melakukan suatu interaksi antara
satu dengan yang lainnya, dimana antar anggota kelompok akan saling
mempengaruhi, dan keadaan kelompok dari waktu kewaktu sering
berubah (Zulkarnain, 2013). Menurut Hariadi (2011), dinamika kelompok

merupakan rak kelompok karena kekuatan kekuatan, baik yang terjadi di
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dalam maupun luar kelompok, saling mempengaruhi dalam proses

mencapai tujuan kelompok.

Suatu kelompok dikatakan dinamis apabila kelompok atau lembaga
tersebut efektif dalam mencapai tujuan-tujuannya. Aspek dinamika
kelembagaan memberikan peluang sebesar-besarnya kepada anggota
untuk bekerjasama dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan lembaga
Oleh karena itu, untuk mengetahui dinamis tidaknya suatu lembaga dapat
dilakukan dengan menganalisis anggota kelompok melalui perilaku para
anggota dan pemimpinnya, melalui unsur-unsur dinamika kelembagaan.

Unsur-unsur dari dinamika kelembagaan adalah sebagai berikut
(Purwanto, 2011):

1. Tujuan, diartikan sebagai apa yang ingin dicapai oleh kelompok. Tujuan
kelompok sebagai hasil akhir atau keadaan yang diinginkan oleh semua
anggota kelompok. Tujuan kelompok harus memiliki hubungan antara
tujuan pribadi anggota-anggotanya, kejelasan dan formalitas tujuan
kelompok. Tujuan ini sangat penting artinya bagi suatu kelompok,
sehingga dapat menentukan arah kegiatan kelompok dan kedinamisan
suatu kelompok.

2. Struktur, didefinisikan sebagai bagaimana kelompok itu mengatur
dirinya sendiri dalam mencapai tujuan yang ingin diinginkan. Dalam hal
ini, menyangkut 1) pembentukan struktur kelompok, 2) pembagian
tugas dalam kelompok, 3) keterlibatan anggota dalam pengambilan

keputusan 4) proses komunikasi dalam kelompok, 5) solidaritas dalam
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kelompok, 6) aturan yang dipakai dalam kelompok, 7) sarana dan
prasarana untuk berinteraksi, 8) pencapaian tujuan, monitoring dan
evaluasi.

. Fungsi tugas, diartikan sebagai apa yang seharusnya dilakukan di
dalam kelompok sehingga tujuan dapat dicapai. Fungsi tugas sebagai
seperangkat tugas yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota
kelompok sesuai dengan fungsi dan kedudukan dalam struktur
kelompok. tugas kelompok meliputi 1) memberikan informasi, 2)
diseminasi teknologi dan informasi, 3) fungsi koordinasi, 4) fungsi
pemecahan masalah, 5) fungsi inisiasi dan menumbuhkan informasi, 6)
fungsi memuaskan anggota, 7) fungsi mengajak untuk berpartisipasi, 8)
fungsi memberikan penjelasan.

. Pembinaan dan pemeliharaan lembaga adalah usaha menjaga
kehidupan kelompok. Pembinaan dan pemeliharaan kelompok yaitu
upaya kelompok untuk tetap memelihara dan mengembangkan
kehidupan kelompok. Usaha yang dilakukan dalam pembinaan dan
pemeliharaan kelompok adalah 1) penumbuhan partisipasi, 2)
penyediaan fasilitas dalam penyelenggaraan kegiatan, 3) kegiatan atau
aktivitas kelompok, 4) koordinasi dalam kelompok, 5) penciptaan
komunikasi, 6) menentukan standar (norma) dalam kelompok, 7)
proses sosialisasi dalam kelompok, 8) mendapatkan anggota baru

dalam kelompok.
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5. Kekompakan atau kesatuan kelompok adalah adanya keterikatan yang
kuat diantara anggota kelompok. Faktor-faktor yang mempengaruhi
kekompakan kelompok meliputi 1) perwujudan kesatuan dan persatuan,
2) perwujudan identifikasi keanggotaan, 3) perwujudan kersama, 4)
perwujudan homogenitas anggota kelompok, 5) perwujudan
keterpaduan/integrasi kegiatan kelompok, 6) keharmonisan hubungan,
7) nilai dari tujuan kelompok.

6. Suasana kelompok dianggap sebagai lingkungan fisik dan nonfisik
(emosional) yang akan mempengaruhi perasaan setiap anggota
kelompok terhadap kelompoknya. Suasana kelompok dipengaruhi oleh
1) konflik dalam kelompok, 2) suasana hubungan antar anggota, 3)
lingkungan tempat beraktivitas, 4) proses pengambilan keputusan.

7. Tekanan adalah tekanan-tekanan atau ketegangan dalam kelompok
yang menyebabkan kelompok tersebut berusaha keras untuk mencapai
tujuan kelompok. Tekanan kelompok dapat bersumber dari 1) konflik
dan persaingan, 2) persaingan dengan kelompok lain, 3) tantangan dan
peluang.

8. Efektivitas kelembagaan diartikan sebagai keberhasilan kelompok
untuk mencapai tujuannya, yang dapat dilihat pada tercapainya
keadaan atau perubahan-perubahan (fisik maupun nonfisik) yang
memuaskan anggotanya. Efektivitas kelompok harus dilihat dari 1)
tujuan kelompok, 2) mengkomunikasikan ide/gagasan, 3) distribusi

partisipasi dan tanggungjawab, 4) prosedur pengambilan keputusan, 5)
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kesesuaian pembagian tugas dan kemampuan, 6) kekuasaan,
pengaruh dan keahlian, 7) konflik/kontroversi ide, 8) keinginan berada
dalam kelompok, 9) dukungan dalam kekgiatan kelompok, 10)
kepercayaan terhadap kelompok, 11) kepuasan anggota, 12)
pencapaian tujuan anggota.

9. Maksud terselubung adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh
kelompok, yang diketahui oleh semua anggotanya, tetapi tidak
dinyatakan secara tertulis. Maksud-maksud terselubung yang mengacu
kepada tujuan yang tidak nampak, yang dapat bersumber dari anggota,
pimpinan maupun kelompok itu sendiri. Maksud terselubung dapat
ditinjau dari 1) maksud tersembunyi kelompok, 2) maksud tersembunyi

pimpinan, 3) maksud tersembunyi anggota.

D.Kerangka Pikir Penelitian

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah
pendekatan pengelolaan hutan yang bertujuan untuk mengakomodir
kebutuhan dan memberdayakan masyarakat sekitar hutan, yang memiliki
berbagai model seperti hutan desa. Hutan desa diharapkan dapat
membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Kabupaten Bantaeng adalah satu kabupaten yang memiliki hutan
desa yang terletak pada tiga lokasi antara lain Hutan Desa Labbo, Hutan
Desa Pattaneteang, dan Hutan Desa Campaga. Pada penelitian ini akan

difokuskan pada Hutan Desa Labbo dan Hutan Desa Pattaneteang, yang
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memiliki potensi untuk dikembangkan. Pengembangan pengelolaan hutan
desa tersebut perlu didukung oleh peran serta kelembagaan. Oleh karena
itu, perlu diketahui bentang kelembagaan dan dinamika kelembagaan
serta strategi keberlanjutan kelembagaan pada kedua hutan desa tersebut
demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Adapun kerangka pikir dalam menyusun penelitian ini dapat dilihat pada

Gambar 1.
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